BUPATI PROBOLINGGO

FERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOL INGGO
NMOMOR =z 13 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI FPENGGAMTIAM BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDLK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESBA

BUFATI PROBOLINGGO

fienimbang : Bahwa dalam rangksa pelaksanaan Penggantian Biaya

FKartu Tanda Penduduk dan fkta Catatan S5ipil di  Ka
Probolinggo, perlu mengatur ketentuan dimaksud

Feraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang—undang Momor 12 Tahun 1950 tentang Fem

Cetak
bupaten

dalam

bentuk—

an Dasrah—daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi

Jawa Timur g

2. Undang—undang Momor 1 Tahun 1974 tentang Perka

Z. Undang—undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Feme
an Daerah 3 ‘

4. Undang—undang Nomor 25 Tabhun 1999 tentang Feri
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah s

3. Undang—undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Fe
atas Undang—undang Momor 1B Tabhun 1997 tentang
Daerah dan Retribusi Daerah 3

&. Undang—undang Momor 43 Tahun 2000 tentang Pe
atas Undang—undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
pokok Kepegawaian i

7. Peraturan Femerintah Nomor 2 Tahun 1975
FPelaksanaan Undang—undang Nomor 1 Tahun.l??4
FPerkawinan j;

8. Peraturan PFPemerintah Nomor 20 Tahun 1997
Retribusi Daerah :

F. Peraturan Femerintah HNomor 25 Tahun 2000

winan 3

rintah—
mbangan

rubahan

Faiak

rubahan

Fokok—

tentang

tentang

tentang

.tentang

Kewenangan FPemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom 3
i0. Keputusan Fresiden Republik Indonesia Nomor 52

i977 tentang Pendaftaran Penduduk :

Tahun




11. FKeputusan Fresiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun

1?79 tentang Teknik Fenyusunan Feraturan FPerundang-—
undangan. Benituk Rancangan Undang—undang, Rancangan
FPeraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
1Z2. Feraturan Daerah Kabupaten Frobolinggo Momor 30 Tahun
2003 tentang Kantor—kantor Daerah  Kabupaten FProbo-—

linggo.

Dengan Persetuijuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUFPATEM PROEBOLINGGO

MEMUTUS K AN

Mmenetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG RETRIBUSI

PEMGEANTIAN EIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUE DAN AETA
CATATAN SIPIL.

BAE I
KETENTUAN UMUM
Fasal 1

Dalam peraturan daerah ini vang dimaksud dengan :

&
b.
Ce

d.

Daerah, adalabh Kabupaten FProbolinggo :

Femerintah Daerah, adalah Pemerintah kKabupaten Probolinggo s
Bupati, adalah Bupati Probolingoo g

Fejabat, adalah pegawail vang diberi tugas tertentu dibidang
retribusi daesrah sesual peraturan perundang—undangan yvang berlakus
Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, adalah Kantor Catatan Sipil
dan Kependudukan Kabupaten Frobolinggo

Fenduduk, adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun
Waroga Megara Hsing vang bertempat tinggal tetap di wilavah RNegara
Republik Indonesia dann  telah memenuhi ketentuan peraturan
perundang—undangan vang berlaku ;

Kartu Tanda Fenduduk yang selaniuinva disingkat KTP, adalah kariu
sebagai bukti diri {(legitimasi) bagi setizp penduduk dalam wilayah
Megara Republik Indonesia @

Akta Catatan Sipil, adalah akta vang dibuat oleh Kepala Kantor
Catatan Sipil dan Eependudukan Eabupaten Probolinggo s

Retribusi FPenggentian Biava Cetak Eartu Tands Fenduduk dan  Akta
Catatan Sipil vang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayvar—
an atas penggantian hiayva cetak kartu tanda penduduk  dan  cetak

zkta catatan sipil yvang khusus disediakan dan ataw diberikan oleh

Femerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau perorangan i




j- Femeriksaan, =dalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpul-—
kan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka
pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi  berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

BABR II
NAMA. OBYEE DAN SUBYEK RETRIBUSI
Fasal 2
Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil, dipungut Retribusi Penggantian Hiaya Cetak

Hartu Tanda Penduduk dan Cetak Akta Catatan Sipil.

Fasal 3

Obyek retribusi adalah Hariu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Fasal 4
Subvek retribusi adalah orang pribadi atau perorangan vang semperolieh
jasa pencetakan EKartu Tands Penduduk dan  penerbitan Akta Catatan

Sipil.

BAR TI1ITX
CARA MEMBUKUR TINGKAT PENGBUNAAN JASA
Fasal 5
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi  penggantian biava
cetak Karitu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 adalah berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk

dan jenis Akta Catatan Sipil vang diterbitkan / diberikan.

BAB IV
PRINEIF DAN SASARAN DALAM FPENETAFRPAN STRUKTUR
DAKN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Fasal &
Frinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip
FRetribusi FPenggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan S5ipil adalah wuntuk mengganti biava cetak, biava administrasi
dan biava pembinaan.
Fasal 7
Struktur besarnya tarip sebagaimana dimaksud dalam Fasal & ditetapkan
sehagai berikut :
i. RBiavya Pelavanan FPenvelenggaraan FPendaftaran Penduduk sebagai
berikut :
&. Biaya Fenerbitan Kartu Tands Penduduk untuk

— Warga Megara Indonssia sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah} ;3




— HWargs Meoarzs f8sing ssbessry Hp.i0.000,- (sepuluvh ribo rupiahld.
Biava Fenerbitan Kartu  Keluargsa sshesar Fp- 1.500,-
iseribu lima ratus rupizsh) 3

Surat Eeterangan Pendafiaran Fenduduk Semsntara sebesar

Rp. 15.000,— {iima belas ribu rupiahl} i

Surat  Eetsrangan. Findah sebesar Rp. 2.500.- { dus ribu lima

ratus rupiahl.

avanan FPencetatan dan FPenerbitan fktas Kelahiran :

Dana yang dipungut dan diperocish dari Pelayanan dan  Fenesrbitan
Akta Kelahiran Anak hagi Wargas HdNegara Indonesia sehesar
Bp. 1iZ.000.— {(dua beslas ribu rupiah} 3

Danz yang dipunguit dan diperoleh dari Pelayanan Fenerbitan Akta
Kelahiran &nak bagi Harga Negara Asing ssbesar Rp. 35.0006.-
{figa puluh lima ribu rupiahl

Dana vang dipungut dan diperoleh dari Pelayanan Pencatatan dan
Fenerhitan Akta kKelahiran Istimews dipungut biava dipungut

sebesar Rp. 17.000,— {tujuh belas ribu rupisah}.

Felavanan Fencatatan dan Fenerhitan Akia FPerkawinan :

2=

Dana yang dipungut dan diperoleh dari Pelayanan Fencatatan dan
Fenerbitan Aktz Perkawinan untuk Barga dNegara Indonesia

ditetapkan sebagsi besrikut :

— Didalam FKantor sebesar FRpo. 3,— f{1lima puluh ,lima ribu
rupiahl} g .

— Diluar ¥Fantor sehesar Rp. F5.000.— {ssmbilan puluh lima ribu
rupiah} 3

Dana yang dipungut dan dipernleh dari Peslayvanan Pencatatan dan

Fenerbitan Akta Ferkawinan WMarga RNMegara Asing ditetapkan

sehagel bherikoet s

— Didalam ¥Kantor sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah}.

- Diluar Kantor sebesar Rp. 1530.000,.— {seratus lima puluh ribu
rupiahl 3

Ragi pencatatan FPerkawinan vang melebibhi jangks waktu i {=atul

bilan s=jak tanggal pengesahan perkawinan  menurut agama

dikenakan biaya

au

— Wargas Megarz Indonesia di dalam Hantor ssbesar Hp. 100.0060,.-
{seratus ribu rupiahl) g
— HWarga Megara Indonesia di luar Eantor sebesar Hp. 175.000,-
{seratus tujuh pulubh lima ribu rupiahd
L

— Wargs Megara fising di dalam Eantor sebesar Rp. 200.000,.- {dua

ratus ribu rupiahl

i

— Warga HNegarz Asing di luar Eantor sehesar Rp. 300,000,

{tiga ratus ribu rupiahil.




4.

Felayanan Fencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian :

a. Dana vang dipungut dan diperoleh dari Pelavanan Pencatatan dan
Penerbitan Akta FPerceraian bagi Warga Negara Indonesiza {1 Set)
sebesar Rp. 30.000,— (lima puluh ribu rupiah}

b. Dana vang dipungut dan diperoleh dari Pelavanan Fencatatan dan
Fenerbitan Akta Ferceraian Warga Negara Asing (1 Set) sebesar
Rp. 100.000.- {(seratus ribu rupiah} 3

£. Bagi pencatatan perceraian vang melebihi jangka waktu 1 {satu}
bulan seiak tanggal ¥Keputusan Pengadilan Negeri vang telab
mempunyail kekuastan hukum tetap dikenakan biaya sebagai berikut:
— HWarga HMNegara Indonesia sebesar Rp. 100.000,- (seratus  ribu

rupiahl 3
— Wargs Negara Asing sebhesar Rp. 150.000,— {(seratus lima puluh

ribu rupiah).

Felavanan Pencatatan dan Fenerbitan Akta Kematian :

a. Dana wvang dipungut dan dipercleh dari Pelayvanan Pencatatan dan
Fenerbitan Akta kKematian bhagi Wargs hNegara Indonesia sebesar
Rp. 7.000,— {tujuh ribu rupiah} 3

b. Dana yang dipungut dan diperoleh dari FPelavanan Fencatatan dan
Fenerbitan Akts Kematian Harga Megara Asing sebesar
Rp. 12.000.,— {dua belas ribu rupiah)} 3

c. Bagi Pencatatan dan FPenerbitan Akta Kematian vang melebihi 1
{satu} bulan ssisk tanggal kematizn dikenaksan hiava sehagai
berikut :

— HWargs Megara Indonesia sehesar RAp. 14.000.—- {empat belas ribu
rupiah) :
— Warga Megara A=ing sebesar Rp. 24.000,— {dus puluh empait ribu

rupiahl}.

Felavanan FPencatatan dan Penerbitan Akta FPengakuan Anak =

a. Dana vang dipungut dan diperolieh dari Pelayvanan Pencatatan dan
FPenerhitan Akta Pengakuan Anak bagi Warga MNegara Indonesia
sebesar Rp. 230.000,— {lima puluh ribu rupiah) 3

k. Dana vang dipungut dan diperoleh dari Felavanan Pencatatan dan
Fenerbitan Kutipan Fengakuan Anak bagi Warga pMNegara Asing

sehesar Rp. 732.000,— {tujuh puluh lima ribu rupiah)d.

Felayvanan FPencatatan Pengesahan Anak :
&. Dana vyang dipungut dan diperoleh dari Fencatatan Fengesahan
fnak oleh MWarga Megara Indonesia sebesar Rp. 3J30.000,— {tiga

puleh riba rupiah) oz




k. Dana vang dipungut dan diperoleh dari Pencatatan Fengesahan

Anak oleh Warga Megara Asing sebesar Rp. $53.000.— (1ima mriuh

lima ribu rupiahl.

8. Felavanan Fencatatan Fengangkatan fAnask :

a. DBana vang dipungut dan diperoleh dari Pencatatan Pengangkatan
fAnak oleh Warga Negara Indonesia sebesar Rp. Z0.000,.— {tiga
pulubh ribu rupiah} 3

n. Dana vang dipungut dan dipsroleh dari Fencatatan Fengangkatan
Anak oleh Warga Megara Asing sebesar Rp. 535.000,— {(lima puluhb
lima ribu rupiah} ;

. Bagi Pencatatan Fenqanqkatan Anak vang melebihi jangka waktu 1
{satu} bulan s=ssjiak tanoggal Keputusan Pengangkatan Anak dari
Fengadilan Megeri vang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan
atau tanggal pengukuhan Pengadilan Megeri  bagi  FPengangkatan
fnak melalui MNotaris, dikenakan biaya sebagai berikut :

— Warga Megara Indonesia sebesar Rp. 55.000,— {lima puluh lima
ribu rupiahb) 3
— HWarga Negara Asing sehesar RHp. 150.000.— {(seratus lima puluh

ribu rupiahl.

F. Pelavanan Fencatatan Ferubahan Nama :

Pana vang diperclileh dan dipungut dari FPelayvanan Fencatatan

Ferubahan Mama sebesar REp. Z0.000.— {(dua puluh ribu rupiah}.

i0. Pelayanan Fenerbitan Salinan Akta—akta Catatan Sipil :
a. Balinan Akta, adalzah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil
vang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan
atas permintaan pemnhon 3
h. Dana yang dipungut dan dipercleh dari Penerbitan Salinan Akta

Felahiran Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 30.000,—- (tiga

purlubh ribie rupiah) oz

. Dana yang dipuncut dan diperoleh dari Fenerbitan Salinan Akta
kelahiran Warga Negara Asing sebesar Rp. 55.000,— {(lima puluhb
lima ribu rupishl} 3

fd. Dana vang dipungut dan diperoleh dari Penerbitan Salinan Akta
Ferkawinan HWarga MNegara Indonesia sebesar Rp. 35.000,—- ({(tiga
uluh lima ribu rupiahd oz

=. Dana vang dipungut dan diperoleh dari Fenerbitan Salinan
Ferkawinan Warga Megara Asing sebesar Rp. &53.000,— {enam pulah

lima ribu rupiah} 3




h.

Dana vang dipungut dan diperoleh dari FPenerbitan Salinan Akta

Ferceraian MWarga Negara Indonesia sebesar Rp. 535.000.— (lima
puluh 1ima ribu rupiah} ;

Dana vang dipungut dan diperolebh dari Penerbitan Salinan Akta
Ferceraian #arga Megara Asing sebesar Rp. 150.000.- (seratus
lima puluh ribu rupiah}

Dana vang dipunout dan diperocleh dari Salinan 8kta Kematian
HWarga HMNegara Indonesia sebesar Rp. 15.000,— {lima belas ribu
rupiah} :

Dana vyang dipungut dan diperocleh dari Salinan Akta Kematian
Warga HNegara Asing sehbesar Rp. 25.000,- {dua puluh lima ribu
rupiah)

Dana vyang dipungut dan diperocleh dari Salinan Akta FPengakuan
Anak Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 35.000,— {tiga puluhb
lima ribu rupiah) dan Wargas RNegara Asing sebesar Rp. 75.000,.-

{tuiuh pulub lima ribu rupiah).

Kutipan ke Dua Akta—akta Catatan Sipil :

(=

Kutipan Akta kedua dan seterusnva. adalah Kutipan Akta
Catatan Sipil vang kedus dan seterusnya yang dapat
diterbitkan ocleh EKantor Catatan Sipil dan Kependudukan karena
Futipan vang Asli {pertama} hilang, rusak atau misnah setelah
dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak vang berwaiib
Dana vyang dipungut dan diperoleh dari  Kutipan kedus dan
seterusnya Akta KEelahiran bagi MWargas Megara Indonesia  ssbhesar
Rp. 15.000,— {iima belas ribug rupiahl g

Dapa vang dipungut dan dipercleh dari  Kutipan kedua dan
seterusnya Akta  Eelzshiran bagil Margzs Negara Asino sehesar
Rp. 25.000.— {tioga puluh limas ribu rupiah) i

Dana vang dipunovt dan diperoleb dari Kutipan Akta FPerlkawioan
tedus dan  ssierusnya  bagi Warga HNegara Indonesis  sshesar
Hp. 12.000.— {1imas bhelas ribu rupiah} :

Dana  vang dipungut dari Eutipan Akta Perkawinan kedua dan
seterusnya hagi Hargs Negara Asing sebesar Rp. I5.000,- ttrga
pulub lims ribu rupiahl} s

Dana vang dipungut rdan diperoleh dari Kutipan Akta Ferceraian
tedua dan setsrusnya  bagi Harga dNegara Indonesia sebesar
Hp. 535.000.— {lima puluh lima ribu rupiah} 3

Dana yang dipungut dan diperoclsh dari Kutipan Akta Perceraian
kedua dan seierusnya bagi MWarga MNMegara Asing sebesar

Rp. 130.000,—- {seratus lima pulub ribu rupiah} ;




=
f

ey
)
et

h. Dana vang dipunout dan diperoleh dari Hutipan Akta Kematian
Ledua dan seterusnya bagi Warga MNegara Indonesia  sebesar

Rp. 20.000,— (dua puluh ribua rupiahl)

i. Dana vang dipungut dan diperoleh dari Kutipan Akta kKematian

kedua dan seterusnya bagi Warga Negara f=in sehesar

[w]

Rp. 25.000.— {dus puluh lime ribu rupiah} ;3

bt
[

ana vang dipungut dan diperclsh dari  Kutipan kedua dan
seterusnya fAkta FPengakusn Anak bagi Warga HNegara  Indonesia
sebesar Rp. 35.000,— {tiga puluh lima ribu rupiah} :

k. Dana vang dipunguit dan diperoieh dari kutipan kedua dan
seterusnva Akta Pengakuan Anak bagi Warga Negars Asing sebesar
Fp. &65.000,— (enam puluh lima ribu rupizah).

Felavanan Fenerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil

2. Dana vang dipungut dan diperoieh dari  Fenerbitan Surat
Keterangan Catatan Sipil bagi warga Megara Indonesia sshesar

Rp. 5.000.— {lima ribu rupiah} 3

b. Dana vyang dipungut dan diperoleh dari  Fenerbitan Surst
¥eterangan Catatan Sipil hasci Warga Negara Asing sebesar

Rp. 10.000.— {sspuluh ribu rupiah) 3
©. Dana vano dipungut dan dipernleh dari Pelaporan dan Penerbitan
Tands Bukti Pelaporan WHarga HNegara Indonesia mengsnail

Lelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang teriadi di

luar negeri sebesar Rp. I0.000,— {tiga puluh ribu rupiah} 3
d. Felaporan yang melehihi jengka waktu 1 (satu} tabun seiak yang
bersangkutan kembali di Indonesia dikenakan biaya sebssar

FEp. 55.000,.— (lima puluh lima ribu rupiah).

BAB ¥
KETENTUASN | ATN-1AIN
Fasal 8
Bagi pemchon vang tidak  mampu  terhadap  ketentuoan Retribusi
nogantian Biava Akta Catatan Sipil sebagaimans dimaksud  dalam
Fz=al 7 dapat diberikan keringanan setinggi—tingginya 30 ¥ {limsa
} dari biava vang ditentukan ;
Esringanan sebagaimana dimaksud pads ayat {1} pasal ini  haru

dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Bupsti.

RAR VT
EETENTUAMN FPIDAMA
Fasal 7
Pelanggaran terhadap kstentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
peratursn daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama &

{enam) bBuulan atau dends sebanvak—banyaknva sehesar

Fp. S.000.000,— {lima juta rupiah}




{1}

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada avat {i} adalah

pelanggaran.
BAER VII
KETEMTUAM PENYIDIKAN
Fasal 10

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Femerintah

Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan

penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana

dimaksud dalam Undang — undang Hukum Acara Pidana vyang berlaku ;

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

2. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi
dasrah agar keterangan atau laporan tersebut meniadi lebih
lengkap dan jelas ;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan teterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan vang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah :

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi
daerah ;

d. memeriksa buku—buku, catatan—catatan dan dokumen—dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah :

2. melakukan penggeledahan untuk  mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen—dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. meminta bantuan tenaga shli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen vyang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

h. memoiret seseorang  yang berkaitan dengan  tindak pidana
retribusi daerah :

i. memanggil orang untuk didengar keterangannva dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi

i. menghentikan penvidikan :

k. melakukan tindakan lairn yvang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindsk pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang

bertanggungiawab.




EAB VIII
EETENTUAN PEMUTUR

Fasal i1
Dengan berlakunya peraturan dasrah ini., maksa Peraturan Dasrah
Kabupaten Dasrah Tingkat II Probolinggo Nomor 4 Tahun 19986 tentang

<&
Penyelenggaraan Fendaftaran Penduduk dalam Rangka Sistem Informasi

Managemen Kependudukan dinvatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Hal-hal vang belum diatur dalam peraturan daeral

E
mengenal teknis pelaksanaannya akan diatur  lebih  lanjut  dengan

F

1

Keputusan Bupati.

Fasal 13

FPeraturan daerah ini mulai berlzaku pada tanogal diundangkan.

fAgar setiap orang dapat mengetahuinysa memerintahkan

¥

engundangan peraturan daersh ini dengan penempatannya dalam Lembaran

o B

asrah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Frobolinggo

Fada tanggfl 13 Sfembuc 0ol
EUFATI PROEOL INGGO

MURHADTI




I.

11.

FENJELABAN

ATAEB
FPERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOL INGGO
» NOMOR = 13 TAHUN 2001
TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAE KARTU TANDA PENDUDLI
DAN AKTA CATATAN SIFIL

FENJELASAM UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang—undang Nomor 22 Tahun 1579
tentang Pemerintahan Daerah adanya beberapa kewenangan pusat yang
diserahkan kepada pemerintah daerah diantaranya adalah akta
catatan sipil vang selama ini menjadi kewenangannvya, hal ini
sesuai dengan Undang-undang Nomor 1B Tahun 1997  tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Momor 20
Tzhun 1979 tentang Retribusi Daerah vang salah satunyva menstapkan
kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil menjadi  kewenangan

daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, FPeraturan Daerah
Kabupaten Dasrah Tingkst II FProbelinggo MNomor 4 Tahun 1995
tentang Penvelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka
Sistem Informasi Managemen Kependudukan pada saat ini  dipandang
perlu  untuk disesuaikan dengan keadaan dan kondisi di Kabupaten
Probolinggo. Oleh karena itu Pemerintah  Kabupaten Probolinggo
perlu mengatur kembali tentang Retribusi Fenggantian Riaya Cetak
Kartu Tanda FPenduduk dan 8kta Catatan Sipil dalam suatu Peraturan

Daerah.

PEMJSELASAN PASAL DEMI PASAL

Fasal 1 sampai dengan

Fasal 7 angke 2 huruf b Cukup jelas.

Fasal 7 angka Z huruf c : Yang dimaksud dengan Akta Kelahiran
Istimewa adalah akta kelahiran vyang
pencatatan dan penerbitannya
dilakukan Isbih dari &0 {2nam puluh)
hari setelah masa kelahiran.

Fasal 7 angka 3 sampai

L
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dengan FPasal 13 Cukup jelas.




BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Fasal 11

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 4 Tahun 19926 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Rangka Sistem Informasi

Managemen Kependudukan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12
Hal-hal vang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang
meEngenai  teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan

Keputusan Bupati.

Fasal 13

Feraturan daeréh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan pgraturan daerah ini dengan penempatannva dalam Lembaran

Da=rah Kabupaten Frobolinggo.

Ditetépka di Probolinggo

Pada tanggal 12 ZSpewmbu 200
/kl BYPATI PROBOLINGGO

———

MURHADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2001

Seri ® pada tanggal 13 S%pmbw 2001 Nomor R

A.n. BUPATI PROBOLINGGO
3,Sekretaris Daerah

MUHADI SUYONO, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 510 040 416




BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
fFasal 11

Dengan berlakunva peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran FPenduduk dalam Rangka Gistem Informasi

Managemen Kependudukan dinyvatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12
Hal—hal vang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan

Keputusan Bupati.

FPasal 13

Feraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Dasrah Kabupaten FProbolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

1 13 Seplome. 3001
BUPATI PROBOLINGGO

Pada tang

T ———

MURHADI




